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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana pemerasan menjadi fenomena yang marak di Indonesia.
Tindak pidana pemerasan banyak sekali di beritakan pada media massa. Dari
sabang hingga merauke banyak kasus mengenai tindak pidana pemerasan
dengan kekerasan. Tindak pidana pemerasan ini dimuat dalam pasal 368
KUHP dan dirumuskan sebagai berikut: “Dengan maksud untuk
menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum, memaksa
orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu
memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu
atau orang ketiga, atau supaya orang itu mengutang atau menghapuskan
piutang”. Tindak pidana ini dinamakan kualifikasi “pemerasan (afpersing)”
dan diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.*

Tindak pidana pemerasan ini sangat mirip dengan pencurian dengan
kekerasan dari pasal 365 KUHP. Bedanya ialah, bahwa dalam hal pencurian si
pelaku sendiri mengambil barang yang dicuri, sedangkan dalam hal pemerasan

si korban setelah dipaksa dengan kekerasan menyerahkan barangnya kepada si

' Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, (Bandung : Eresco, 1986)
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pemeras. Kalau misalnya di tengah jalan raya seorang A ditodong dengan
pistol oleh B, yang kemudian mengambil sendiri dompet berisi uang dari saku
si A, maka yang terjadi ialah pencurian dengan kekerasan dari pasal 365
KUHP. Sedangkan apabila A ditodong oleh B dan kemudian atas permintaan
si B, A menyerahkan dompetnya berisi uang kepada B, maka yang terjadi
ialah pemerasan dari pasal 368 KUHP.?

Tindak pidana pemerasan sering kali dibarengi dengan tindakan
pengancaman. Tindak pidana pengancaman atau afdreiging ini mempunyai
beberapa kesamaan dengan tindak pidana pemerasan atau afpersing, yakni di
dalam kedua tindakan pidana tersebut, undang-undang telah mensyaratkan
tentang adanya pemaksaan terhadap seseorang agar orang tersebut
menyerahkan sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan
orang tersebut atau kepunyaan pihak ketiga, dan mengadakan perikatan utang
piutang sebagai pihak yang berutang atau meniadakan utang. Kedua tindak
pidana ini juga mempunyai unsur yang sama yaitu dengan maksud untuk
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Perbedaan
antara kedua tindak pidana tersebut terletak pada cara tentang bagaimana
pemaksaan itu harus dilakukan oleh pelaku. Pada tindak pidana pemerasan,
pemaksaan itu dilakukan dengan ancaman akan memfitnah dengan lisan,

memfitnah dengan tulisan atau akan mengumumkan suatu rahasia, sedangkan

? Ibid. Pemiripan kedua tindak pidana ini juga terlihat dari pasal 368 ayat 2 KUHP yang
menyatakan bahwa ayat 2,3, dan dari pasal 365 KUHP tentang penambahan hukuman-hukuman
berlaku juga pada tindak pidana dari pasal 368 ayat 1 KUHP.



pada tindak pidana pemerasan, pemaksaan itu dilakukan dengan memakai
kekerasan atau ancaman kekerasan.®

Pemerasan disertai dengan ancaman kekerasan, menurut hukum pidana
Islam termasuk dalam Kkategori Affabah atau gat}u at#@rig (perampokan) atau
dinamakan juga penyamun. Dalam al-Qur’an Allah menamakan orang yang
memerangi Allah dan Rasulnya, orang yang berbuat kerusakan di muka bumi.
Kalau merusakkan keamanan itu dilakukan di tempat sepi dinamakan
penyamunan. Akan tetapi, kalau dilakukan di tempat ramai dinamakan
perampokan. Di tempat sunyi, si korban tidak dapat meminta tolong,
sedangkan di kota-kota, ia dapat meminta pertolongan. Itulah sebabnya dapat
diberi istilah penyamunan dan perampokan.*

Perbedaan yang asasi antara pencurian dan perampokan/pembegalan
terletak pada cara pengambilan harta, yaitu dalam pencurian secara diam-diam
sedangkan dalam perampokan secara terang-terangan atau disertai kekerasan.
Teknis operasional perampokan ada beberapa kemungkinan, yaitu:®
1. Seseorang pergi dengan niat untuk mengambil harta secara terang-terangan

dan mengadakan intimidasi, namun ia tidak jadi mengambil harta dan tidak

membunuh.

* Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan-Kefahatan Terhadap Harta Kekayaan, (Bandung:
Sinar Baru, 1998) 82

* H.lbnu Mas’ud; H.Zainal Abidin S, Edisi Lengkap Figih Madzhab Syafi’i Buku 2 : Muamalat,
Munakahat, Jinayat, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007) 533-534
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2. Seseorang berangkat dengan niat untuk mengambil harta dengan terang-
terangan dan kemudian mengambil harta termaksud tetapi tidak
membunuh.

3. Seseorang berangkat dengan niat merampok, kemudian membunuh tapi
tidak mengambil harta korban.

4. Seseorang berangkat untuk merampok kemudian ia mengambil harta dan
membunuh pemiliknya.

Bagi seseorang yang telah melakukan tindak pidana penyamunan, ada
empat macam hukumannya, yaitu sesuai dengan keadaan perbuatannya.
Pertama, hukuman mati, bila si penyamun telah membunuh orang. Kedua,
hukuman mati di kayu salib, bila si penyamun telah membunuh dan
mengambil barang seseorang. Ketiga, hukuman potong tangan dan kaki
sekaligus, bila si penyamun hanya mengambil barang saja. Keempat, hukuman
buangan ke tempat lain, bila si penyamun itu hanya menakut-nakuti orang di
jalan. Dalam al-Qur’an surat al-Maidah 33-34 dijelaskan perbuatan yang telah
dilakukan seorang penyamun sehingga ia dijatuhi hukuman yang begitu rupa.
Menurut lahirnya ayat tersebut terhadap orang melakukan penyamunan,
apapun yang dilakukanna, hukumannya boleh saja dijatuhkan menurut ayat al-
Qur’an di atas, tetapi sungguh bukan itu. Hukuman yang dinyatakan Allah

dalam ayat al-Qur’an adalah hukuman yang khusus, untuk perbuatan yang



khusus pula, sesuai dengan ringan atau beratnya perbuatan yang telah
dilakukan oleh penyamun.®

Pelaku tindak pidana dalam hal ini dapat dikatakan sebagai perampok.
Perampok adalah orang yang menggunakan kekerasan (bersenjata) terhadap
orang-orang yang tak berdosa dan tak mempunyai rasa permusuhan terhadap
mereka sebelumnya.” Perampok biasanya sudah mempunyai niat untuk
melakukan tindak pidana pencurian dan pembunuhan sekaligus dalam satu
waktu.® Pelaku tindak pidana pemerasan bukan hanya dilakukan oleh orang
dewasa saja melainkan pula oleh anak di bawah umur. Banyak sekali tindakan
kriminal yang lazimnya tidak dilakukan oleh anak tetapi justru dilakukan.
Tindakan kriminalitas oleh anak dapat berupa perbuatan mengancam,
intimidasi, memeras, maling, mencuri, mencopet, merampok, melakukan
pembunuhan dengan jalan menyembelih korbannya, mencekik, meracun,
tindakan kekerasan.®

Baru-baru ini pihak yang berwajib telah dapat mengungkapkan masalah
kenakalan anak-anak baik individual maupun kelompok. Mereka telah berani
mempergunakan senjata yang dipakai untuk menodong orang becak atau
menjambret barang yang sedang dipakai. Dengan membentuk gang atau club

tersebut jelas bahwa mereka telah mempunyai pekerjaan untuk itu. Bahkan

® H. lbnu Mas’ud; H. Zainal Abidin S, Ediisi Lengkap Figih Madzhab Syafi’i Buku 2: Muamalat,
Munakahat, Jinayat, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2007) 534-535

7 Abdur Rahman | Doi, Tindak Pidana dalam Syariat Islam, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992) 57
® Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2004)
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°Nandang Sambas, Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan
Anak Serta Penerapannya, (Yogyakarta : Graha llmu 2013) 34



penjambretan yang terjadi di dalam bus-bus banyak dilakukan oleh anak-anak
yang berusia antara 10-14 tahun.*®

Secara umum, perbuatan-perbuatan anak yang secara yuridis
dikategorikan sebagai melawan hukum dapat diidentifikasi dari rumusan
pengertian tentang kenakalan anak. Kenakalan anak adalah suatu tindakan
atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial
yang dilakukan oleh anak-anak muda.** Bagi kejahatan yang dilakukan oleh
anak-anak dan remaja dipergunakan istilah Delinquency, istilah ini
mencerminkan perasaan keadilan bagi masyarakat bahwa perlu ada perbedaan
pertimbangan bagi pelanggaran yang dilakukan anak-anak atau remaja
dibandingkan yang dilakukan oleh orang dewasa.

Menurut Simanjuntak,™ suatu perbuatan itu disebut defiguen apabila
perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada
dalam masyarakat dimana ia hidup, suatu perbuatan yang anti-sosial yang
didalamnya terkandung unsur-unsur antinormatif. Menurut Paul Moedikodo,
semua perbuatan dari orang dewasa merupakan kejahatan, bagi anak-anak
merupakan delinquency, jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum piana
seperti pencurian, penganiayaan, dan sebagainya.’* Pernyataan tersebut

sejalan dengan apa yang dikatakan Bimo Walgito,’> bahwa juvenile

' Romli Atmasasmita, Problema Kenakalan Anak-anak/Remaja, (Bandung: Armico, 1983) 7
" Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010) 11

2 Romli Atmasasmita, Bunga Rampai Kriminologi, (Jakarta: Rajawali, 1992) 31-33

" B.Simanjuntak, Pengantar Kriminologi dan Sosiologi, (Bandung: Tarsito, 1977) 295

' B.Simanjuntak, Latar Belakang Kenakalan Remaja, (Bandung: Alumni, 1984) 47

> Bimo Walgito, Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency), (Yogyakarta: Yayasan Penerbit
Fakultas Psikologi UGM, 1982) 2



Delinquency adalah tiap perbuatan yang bila dilakukan oleh orang dewasa,
maka perbuatan itu merupakan kejahatan. Jadi, perbuatan yang melawan
hukum yang dilakukan oeh anak khususnya anak remaja. Kenakalan anak dan
pemuda sudah merupakan bagian yang besar dalam kejahatan, lagi pula
kebanyakan penjahat yang sudah dewasa padda umumnya sudah sejak
mudanya menjadi penjahat sudah merosot kesusilaannya sejak kecil.*°

Sebab-sebab timbulnya kenakalan anak atau faktor-faktor yang
mendorong anak melakukan kenakalan atau dapat juga dikatakan latar
belakang dilakukannya perbuatan itu, dengan kata lain perlu diketahui
motivasinya. Motivasinya sering juga diartikan sebagai usaha-usaha yang
menyebabkan seseorang atau kelompok tertentu tergerak untuk melakukan
suatu perbuatan karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau
mendapat kepuasan dengan perbuatannya. Bentuk motivasi itu ada dua
macam, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Yang dimaksud
dengan motivasi intrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang
yang tidak perlu disertai perangsang dari luar, sedangkan motivasi ekstrinsik
adalah dorongan yang datang dari luar diri seseorang.*’

Yang termasuk faktor intrinsik dari pada kenakalan anak-anak adalah

sebagai berikut :*8

'® Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, (Pembangunan: Jakarta) 105-106
' Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010) 16-17
18 H

Ibid., 17-20



1. Faktor intelegentia, yaitu kecerdasan seseorang. Dengan kecerdasan yang
rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam, mereka mudah sekali
terseret oeh ajakan buruk untuk menjadi delikuen kejahatan.

2. Faktor usia, usia adalah faktor yang paling penting dalam sebab-sebab
timbulnya kejahatan atau kenakalan. Usia seorang anak yang sering
melakukan kenakalan atau kejahatan adalah berkisar di antara usia 15
sampai 18 tahun.

3. Faktor kelamin, jumlah anak laki-laki yang melakukan kenakalan jauh lebih
banyak dari pada anak perempuan pada batas usia tertentu.

4. Faktor kedudukan anak dalam keluarga, yaitu kedudukan seorang anak
dalam keluarga menurut urutan kelahirannya.

Yang termasuk faktor ekstrinsik dari pada kenakalan anak-anak adalah
sebagai berikut:*®

1. Faktor keluarga, keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil, akan
tetapi merupakan lingkungan yang paling kuat dalam membesarkan anak
dan terutama bagi anak yang belum sekolah. Oleh karena itu keluarga
memiliki peranan penting®® dalam perkembangan anak.

2. Faktor pendidikan dan sekolah, sekoah adalah sebagai media atau perantara
bagi pembinaan jiwa anak-anak atau dengan kata lain sekolah ikut

bertanggungjawab atas pendidikan anak-anak, baik pendidikan keilmuan

* Ibid., 20-25
%% peranan penting, keluarga merupakan lingkungan terdekat untuk membesarkan, mendewasakan
dan di dalamnya anak mendapatkan pendidikan untuk yang pertama kalinya.



maupun pendidikan tingkah laku. Dalam konteks ini sekolah merupakan
ajang kedua setelah lingkungan keluarga bagi anak.

3. Faktor pergaulan anak, semakin luas anak bergaul semakin intensif
relasinya dengan anak nakal. Perlu mendidik anak agar bersikap formal dan
tegas supaya mereka terhindar dari pengaruh-pengaruh yang datang dari
lingkungan pergaulan yang kurang baik.

4. Pengaruh mass media, keinginan atau kehendak yang tertanam pada diri
anak untuk berbuat jahat kadang-kadang timbul karena pengaruh bacaan,
gambar-gambar dan film.

Sikap dan peranan yang dibawakan baik oleh orang tua, masyarakat
(khususnya masyarakat pendidik) dan alat negara (pihak kepolisian) dewasa
ini masih jauh daripada memuaskan. Keadaan tersebut Kkiranya dapat
dikembalikan kepada keadaan tingkat kehidupan sosial ekonomi dan
intelektual masyarakat, dan keadaan anggaran belanja Pemerintah yang jauh
daripada mencukupi khususnya untuk masalah kesejahteraan anak-anak.?

Seorang delikuen sangat membutuhkan adanya perlindungan hukum.
Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi
tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut
semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak

merupakan bagian masyarakat yang memepunyai keterbatasan secara fisik dan

?! Romli Atmasasmita, Problema Kenakalan Anak-anak/Remaja, (Bandung: Armico, 1983) 110
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mentalnya. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dan perawatan
khusus.?

Anak sebagai input penduduk, ahli waris, dan pemegang nasib bangsa,
juga ikut menentukan lajunya proses pembangunan nasional di segala bidang.
Dalam pembangunan hukum, anak harus dikondisikan secara awal untuk
memahami akan hak dan kewajibannya masing-masing baik dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pengkondisian ini diperlukan agar
anak tidak menjadi korban atau objek dalam pembangunan yang pada
gilirannya akan merugikan pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu anak
perlu mendapat perlindungan hak, baik secara perdata maupun pidana.?®
Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat
hukum. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan
perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat
negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan
anak.? Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.?

Dengan mengembalikan fungsi dan peran keluarga, masyarakat serta alat

negara khususnya pihak kepolisian kepada fungsinya yang semula sebagai

22 Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative
Justice, (Bandung : PT Refika Aditama, 2009) 42

% Bunadi Hidayat, Pemidanaan Anak di Bawah Umur, (Bandung: PT Alumni, 2014) 35

** Arief Gosita, Masalah Korban Kejahatan, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993) 222

> Aziz Syamsuddin, 7indak Pidana Khusus, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011) 107
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social control terhadap setiap masalah yang timbul dalam masyarakat
khususnya dalam masalah kenakalan anak-anak ini, maka usaha prevensi dan
reprensif terhadap kenakalan anak-anak dapat berlangsung dengan
memuaskan.?® Social control adalah kemampuan kelompok sosial atau
lembaga-lembaga di masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau
peraturan menjadi efektif.?” Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi
potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya,
menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945.%

Pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih
kecil ataupun manusia yang belum dewasa.? Dilihat dari aspek sosiologis
kriteria seseorang dapat dikategorikan sebagai seorang anak, bukan semata-
mata didasarkan pada batas usia yang dimiliki seseorang, melainkan
dipandang dari segi mampu tidaknya seseorang untuk dapat hidup mandiri
menurut pandangan sosial kemasyarakatan dimana ia berada.® Batas usia
anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk kemudian dapat
disebut sebagai seorang anak. Yang dimaksud dengan batas usia adalah
pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status

hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau

*® Romli Atmasasmita, Problema Kenakalan Anak-anak/Remaja, (Bandung: Armico, 1983) 111

*” Nandang Sambas, Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional
Perlindungan Anak Serta Penerapannya, (Yogyakarta: Graha 1imu,2013) 29

*® Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2012) 1

2 W. J. S Poerdamawinta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka : Arminco, 1984) 25

**Nandang Sambas, Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional
Perlindungan Anak Serta Penerapannya, (Yogyakarta: Graha llmu, 2013) 2
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menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggungjawab secara mandiri
terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan
anak itu.*!

Begitu juga dalam pandangan hukum Islam, untuk membedakan antara
anak dan dewasa tidak didasarkan pada batas usia.ketentuan hukum Islam
hanya mengenal perbedaan antara masa anak-anak ( belum balig dan balig).
Dalam pandangan hukum Islam, seseorang yang dikategorikan memasuki usia
balig merupakan ukuran yang digunakan untuk menentukan umur awal
seseorang mempunyai kewajiban melaksanakan syariat Islam dalam kehidupan
sehari-harinya. Dengan kata lain terhadap mereka telah balig dan berakal,
berlakulah seluruh ketentuan hukum Islam. %

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ditemukan secara
jelas definisi tentang anak, melainkan definisi tentang belum cakap umur,
pada Bab IX yang memberikan salah satu unsur pengertian tentang aak adalah
pasal 45 KUHP yang berbunyi “Dalam menuntut orang yang belum cukup
umur (minderjarig) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas
tahun, hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah
dikembalikan pada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana
apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada
pemerintah, tanpa pidana apapun yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan

atau salah satu pelanggaran tersebut pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505,

' Maulana Hasan Wadong, Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta:
Gramedia Widisarana Indonesia, 2000) 24

32 Zakiah Dradjat, Remaja Harapan dan Tantangan, (Jakarta: Ruhama, 1994) 11
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514, 517-519, 526, 531, 532, 536 dan 540 serta elum lewat dua taun sejak
dinyatakan salah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran
tersebut di atas, dan putusannya menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana”.*®
Yang pada intinya dikatakan anak yang belum dewasa apabila berumur
sebelum enam belas tahun.

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
Tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal 1 angka 5 yaitu setiap manusia yang
berusia di bawah delapan belas tahun dan belum menikah, termasuk anak yang
masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
Sedangkan anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu anak yang telah berumur dua belas tahun
tetapi belum berumur delapan belas tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 47 yang dimaksud dengan anak adalah
yang belum mencapai delapan belas tahun. Menurut Undang-Undang Nompr
13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 1 Angka 3 yang dimaksud
anak adalah setiap orang yang berumur di bawah delapan belas tahun.

Berbagai macam definisi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi
Manusia, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,

menunjukkan adanya disharmonisasi perundang-undangan yang ada, pada

* Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996) 22
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hakekatnya yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang masih di
bawah delapan belas tahun atau orang yang belum mencapai usia delapan
belas tahun.
Pemberian  pertanggungjawaban pidana terhadap anak harus
mempertimbangkan perkembangan dan kepentingan terbaik anak di masa
yang akan datang. Penanganan yang salah menyebabkan rusak bahkan
musnahnya bangsa di masa depan, karena anak adalah generasi penerus bangsa
dan cita-cita negara. Sedangkan mengenal penjatuhan sanksi, diberikan
batasan umur terhadap anak yang masih berumur delapan tahun sampai
dengan dua belas tahun, akan diberikan tindakan kembali ke orang tuanya,
ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan ke negara.**
Pada pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) ini
ditentukan bahwa pidana pokok bagi anak terdiri atas:*®
1. Pidana peringatan, yakni pidana ringan yang tidak mengakibatkan
pembatasan kebebasan anak

2. Pidana dengan syarat, pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat,
pengawasan

3. Pelatihan kerja

4. Pembinaan dalam lembaga

5. Penjara

* Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative
Justice, (Bandung : PT Refika Aditama, 2009) 73

** M.Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) 142
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Selain itu juga terdapat pidana tambahan yang terdiri atas perampasan
keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban
adat. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara
dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Hal yang ditekankan
juga bahwa pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat
dan martabat anak.

Anak nakal dan anak terlantar perlu diselesaikan melalui suatu badan,
yaitu lembaga peradilan khusus, agar ada jaminan untuk kesejahteraan anak
yang bersangkutan dan kepentingan masyarakat, tanpa mengabaikan
terlaksananya hukum dan keadilan.*® Wujud dari suatu keadilan adalah
dimana pelaksanaan hak dan kewajiban seimbang.*’

Pengadilan anak dibentuk memang sebagai upaya pembinaan dan
perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik,
mental, dan sosial anak secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Oleh
karenanya, ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak
dilakukan secara khusus.*®

Anak dijatuhi pidana di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA)
apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat. Pidana
penjara terhadap anak ini hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Adapun

pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama satu perdua

*® Agung Wahyono, Siti Rahayu, Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia, (Jakarta: Sinar
Grafika, 1993) 2

%7 Wagiati Soetedjo, Melani, Hukum Pidana Anak (Edisi Revisi), (Bandung : Refika Aditama,
2013) 52

% Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000) 102
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dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Untuk pembinaan
di LPKA dilaksanakan sampai anak berumur delapan belas tahun. Sementara
itu, jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang
diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, pidana yang
dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama sepuluh tahun.*

Pada skripsi ini lebih memperdalam mengenai tindak pidana pemerasan
disertai dengan ancaman kekerasan oleh anak di bawah umur dilihat dari segi

hukum positif dan hukum pidana Islam.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas terdapat beberapa masalah dan
penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai

berikut:

[EEN

. Definisi pemerasan

2. Sanksi tindak pidana pemerasan

3. Pelaku tindak pidana pemerasan

4. Definisi anak

5. Contoh tindak pidana yang dilakukan oleh anak

6. Faktor penyebab anak melakukan perbuatan tindak pidana
7. Hukuman menurut hukum pidana Islam

8. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pemerasan

** M.Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, (Jakarta: Sinar Grafika 2015) 142-143
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C. Batasan Masalah

Dari uraian identifikasi masalah di atas, perlu dijelaskan batasan masalah
yang akan dikaji agar penelitian ini lebih terfokuskan pada persoalan:
1. Tinjauan hukum positif dan hukum pidana Islam dalam kasus pemerasan
dengan ancaman kekerasan oleh anak di bawah umur
2. Sanksi pidana dan pidana Islam bagi tindak pidana pemerasan dengan

ancaman kekerasan oleh anak di bawah umur.

D. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, agar dalam pengkajian
permasalahan pokok yang diteliti lebih terarah, maka dapat dirumuskan
masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemerasan dengan ancaman kekerasan oleh anak di bawah umur
menurut hukum positif dan hukum pidana Islam?

2. Bagaimana sanksi hukum tentang tindak pidana pemerasan dengan
ancaman kekerasan oleh anak di bawah umur menurut hukum positif dan

hukum pidana Islam?
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E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk
mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian
sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga diharapkan
tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. Setelah menelusuri
melalui kajian pustaka di perpustakaan penulis menemukan skripsi yang dapat
dijadikan bahan masukan dalam penulisan penelitian ini, antara lain:

1. Tindak pidana pemerasan dengan kekerasan pasal 368 (1) KUHP yang
dilakukan anak di bawah umur dalam prespektif hukum pidana Islam; studi
putusan No0.18/Pdt.B/2012/PN.Lmg (Khoirotul Ainiyah), skripsi ini
membahas tentang pertimbangan hukum yang dipakai hakim Pengadilan
Negeri Lamongan dalam penetapan sanksi tindak pidana pemerasan dengan
kekerasan pasal 368 (1) KUHP yang dilakukan oleh anak di bawah umur.
Dan membahas tentang tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan
hakim Pengadilan Negeri Lamongan.

2. Tindak pidana oleh anak di bawah umur; studi komparasi hukum pidana
Islam dan UU RI No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (Purnomo).
Dalam skripsi ini membahas tindak pidana oleh anak di bawah umur
menurut UU No.3 Tahun 1997, menurut hukum Islam

Terlihat bahwa penulisan kali ini berbeda dengan sebelumnya yaitu
penulis ingin membahas tentang tinjauan hukum pidana Islam terhadap

pemerasan dengan ancaman kekerasan oleh anak di bawah umur studi
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komparatif hukum positif dan hukum pidana Islam, guna mendapatkan
gambaran yang lebih jelas, juga untuk melengkapi penelitian-penelitian yang
berkaitan dengan tindak pidana pemerasan disertai ancaman kekerasan yang

dilakukan oleh anak di bawah umur.

. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang ditulis di atas, maka skripsi ini
bertujuan sebagai berikut:
1. Mengetahui dan memahami pemerasan dengan ancaman kekerasan oleh
anak di bawah umur menurut hukum positif dan hukum pidana Islam.
2. Mengetahui dan memahami sanksi hukum tentang tindak pidana pemerasan
dengan ancaman kekerasan oleh anak di bawah umur menurut hukum

positif dan hukum pidana Islam.

. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat
sekurang-kurangnya untuk :
1. Aspek Keilmuan (Teoritis)
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi terhadap
kajian akademis sekaligus hasil studi ini menambah dan memperkaya

khazanah keilmuan dan wawasan, khususnya tinjauan hukum pidana Islam
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terhadap pemerasan dengan ancaman kekerasan oleh anak di bawah umur
dan bagi peneliti berikutnya, dapat digunakan sebagai acuan dalam
melakukan penelitian yang berkaitan dengan pidana pemerasan dengan
ancaman kekerasan oeh anak di bawah umur

2. Aspek Terapan (Praktis)

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi wacana an diskusi bagi
para mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Publik Islam
Prodi Hukum Pidana Islam (HPI) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
khususnya, serta bagi para masyarakat umumnya. Hasil studi ini dapat
dijadikan sebagai sumbangan informasi bagi masyarakat tentang betapa
pentingnya pendidikan, pengawasan tumbuh kembang anak agar tidak
berbuat kriminal dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan,
penyuluhan khususnya bagi penegak hukum serta bagi praktisi hukum pada

umumnya.

H. Definisi Operasional

Agar para pembaca mendapatkan kesamaan pemahaman mengenai judul
yang termuat dalam skripsi ini, maka penulis merasa perlu memaparkan istilah
kata kunci sebagai berikut:

1. Hukum Pidana Islam : aturan-aturan dalam figih jinayah yang membahas
semua jenis pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh manusia.

2. Hukum Positif : peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.
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3. Pemerasan dengan ancaman kekerasan : tindakan dimaksud untuk

menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
Membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang
akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman kekerasan ini dapat

berupa dengan menodongkan senjata tajam.

. Anak di bawah umur : dalam UU No.23 Tahun 2002 yang dimaksud dengan

anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun termasuk
anak yang masih dalam kandungan. Berbagai macam definisi dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No0.39 Tahun
1999 Tentang Hak Asasi Manusia, UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak (SPPA), UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,
UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, menunjukkan adanya
disharmonisasi perundang-undangan yang ada, pada hakekatnya yang
dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang masih di bawah delapan
belas tahun atau orang yang belum mencapai usia delapan belas tahun.
Maka penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah

seseorang yang usianya masih di bawah delapan belas tahun.

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh

kembali pemecahan terhadap segala permasalahan. Di dalam penelitian
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dikenal adanya beberapa macam teori untuk menerapkan salah satu metode
relevan terhadap permasalahan tertentu.*
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang menggunakan latar alamiah,
dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan
jalan melibatkan berbagai metode yang ada.**

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian komparatif
yaitu penelitian yang bersifat membandingkan, penelitian ini dilakukan
untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta
dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.
Dari komparasi fakta-fakta dapat dibuat konsep atau abstraksi teoritisnya.
Dengan data komparatif dapat mengarah ke ditemukannya keragaman, dan
selanjutnya bukan mustahil menghasilkan modifikasi teori.** Penelitian
lainnya adalah analisis isi, yaitu suatu model yang dipakai untuk meneliti
dokumen yang dapat berupa teks, gambar, simbol dan sebagainya.

2. Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian ini Bahan hukum data terbagi menjadi dua macam :

a. Bahan primer adalah bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan

oleh pemerintah.”®> Bahan primer dalam penulisan ini yaitu

% Joko Subagyo, Metode Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2004) 1-2

* Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1989)
5

*> Noeng Muhajir, dkk, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Rake Serasin, 1996) 88
* Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004) 103
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menggunakan bahan yang diambil dari Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP), Kitab Figh Jinayah, dan Undng-Undang Nomor 11
Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Bahan hukum skunder yaitu data yang masih memiliki kaitan dengan
obyek terkaji yang memiliki keterkaitannya secara tidak langsung. Data
yang diperoleh secara tidak langsung, tetapi data tersebut diperoleh dari
bahan kepustakaan.**

3. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dari
dokumen. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data-data yang
nantinya dapat membantu memperkuat serta melengkapi data dengan
masalah penelitian. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data yang
berbentuk kajian dokumen.
4. Teknik Analisa Data
Analisa data adalah proses mengolah, memisahkan, mengelompokkan
dan memadukan sejumlah data yang dikumpulkan baik di lapangan maupun
dari dokumen. Kegiatan analisa data ini merupakan suatu proses
penyederhanaan data kepada bentuk yang mudah dibaca dan selanjutnya
diinterpretasikan. Data-data yang telah terkumpul dan sudah
diinterpretasikan itu, selanjutnya akan dianalisis berdasarkan teori-teori

yang ada.

* Joko Subagyo, Metode Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2004) 87-88
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J. Sistematika Pembahasan

Penulisan sistematika pembahasan sangatlah penting yaitu sangat

membantu untuk mempermudah dalam penulisan dan penyusunan skripsi.

Dalam penulisan sistematika pembahasan juga bertujuan untuk memberikan

gambar gambaran secara umum mengenai isi penelitian agar jelas dan

terstruktur. Sistematika pembahasannya tersusun sebagai berikut:

BAB I:

BAB II:

BAB IIlI:

Dalam bab ini, pendahuluan merupakan tahap awal dari seluruh
rangkaian pembahasan yaitu meliputi latar belakang masalah,
identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian
pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi
operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
Berisi landasan teori tentang tindak pidana pemerasan dengan
ancaman kekerasan meliputi: pemerasan dengan ancaman
kekerasan oleh anak di bawah umur menurut hukum pidana
Islam, sanksi tindak pidana pemerasan dengan ancaman
kekerasan oleh anak di bawah umur menurut hukum pidana
Islam.

Berisi landasan teori tentang tindak pidana pemerasan dengan
ancaman kekerasan meliputi: pemerasan dengan ancaman
kekerasan oleh anak di bawah umur menurut hukum positif,
sanksi tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan

oleh anak di bawah umur menurut hukum positif.



BAB IV:

BAB V:
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Merupakan bab yang menganalisis lebih mendalam mengenai
tinjauan hukum pidana Islam terhadap pemerasan dengan
ancaman kekerasan oleh anak di bawah umur. Untuk
mengetahui perbedaan antara hukum positif dan hukum pidana
Islam.

Dalam bab ini berisikan penutup yang memaparkan tentang
kesimpulan dan saran. Setelah bab penutup dilengkapi pula

dengan berbagai lampiran.



